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KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1.

Flash sale yang diadakan oleh Lazada dan Bukalapak sistemnya sama
seperti jual beli online seperti biasanya. Artinya, pembeli yang
melakukan pembelian diperintahkan terlebih dahulu untuk memesan,
kemudian membayarkan sejumlah uang secara tunai melalui transfer, dan
kemudian barang akan dikirim.

Jika dilihat dalam Islam, langkah seperti itu sama juga bisa digiyaskan
dengan jual beli salam atau jual beli pesanan. Boleh dilakukan.
Sedangkan, tentang langkah-langkah yang harus dilalui pembeli untuk
mendapatkan barang, hal tersebut sudah merupakan risiko dalam
berkompetisi. Dalam perspektif hukum Islam, hal tersebut tidak masuk
dalam maisyir atau judi karena tidak ada acuan atau uang yang
dipertaruhkan dalam hal untuk mendapatkan kelipatan nilai atau barang.
Dalam hukum positif Indonesia, hal tersebut sama dengan jual beli
pesanan biasa. Dalam hukum positif Indonesia, langkah-langkah tersebut
lumrah untuk dilakukan dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh para

pihak (terutama pembeli). Sehingga, itu sudah bisa dinyatakan sebagai
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suau kesediaan atau persetujuan pembeli untuk mentaati kebijakan dan
peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan electronic commerce
yang menyelenggarakan event flash sale.

B. Saran

Saran untuk penyedia electronic commerce, guna mencegah tindakan
hukum yang diluar syarat yang lazimnya ada dalam perjanjian, agar lebih
meningkatkan standart pengguna yang boleh mengakses situsnya. Baik
dengan smartphone maupun dengan media elektronik lainnya (laptop).
Contoh, mereka (anak kecil) yang usianya belum bisa dianggap cakap hukum,
maka dalam melakukan perjanjian sejatinya telah menghilangkan salah satu
syarat penting, yaitu cakap hukum. Maka, perjanjian yang dibuat olehnya
(anak tersebut) dianggap batal demi hukum.

Bagi pengguna electronic commerce, baiknya memahami kebijakan
dan persyaratan yang ditentukan oleh penyedia situs (website) guna
menghindari  kesalahpahaman  dan  discommunication. Sehingga,
kemungkinan terjadi perselisthan hukum akan lebih kecil.

Bagi pemerintah, memang sulit untuk memberikan standart yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada
sebuah aplikasi atau akses website. Tidak bisa dibuktikan secara langsung
dalam persyaratan untuk mendaftarkan suatu akun, misalnya dengan scan
kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang di dalamnya mencantumkan
tahun kelahiran. Sehingga, bisa dilihat user berada pada usia berapa pada saat

mengakses tersebut. Namun, itu sangat sulit dilakukan karena keterbatasan
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teknologi. Namun, pemerintah harus tetap mengusahakannya guna

mengurangi potensi timbulnya perkara hukum.



